REPUBLIK INDONESIA

No.48, 2016 KEMENKO-PEREKONOMIAN. Kredit Usaha
Rakyat. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan
pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan tetap
meningkatkan tata kelola yang baik (good governance)
perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
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Mengingat

Menetapkan

—

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 9);

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1604);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
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KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan
Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1604) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau
badan usaha yang melakukan usaha yang produktif,
yaitu:

a. usaha mikro, kecil, dan menengah;

b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja
di luar negeri;

c. calon pekerja magang di luar negeri;

d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang
berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai
Tenaga Kerja Indonesia;

e. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di
luar negeri; dan

f.  Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja.

(2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekono

(3) mian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
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2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 4

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan

bukan bank yang telah memenuhi persyaratan

sebagai Penyalur KUR.

Persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank
yang sehat dan berkinerja baik;

b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan
Penjamin dalam penyaluran KUR; dan

c. memiliki online system data KUR dengan Sistem
Informasi Kredit Program.

Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang

berminat sebagai Penyalur KUR:

a. mengajukan kepada Otoritas Jasa
Keuanganuntuk dapat dinyatakan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a; dan

b. mengajukan kepada Kementerian Keuangan
untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf c.

Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada

Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan apabila bank

atau lembaga keuangan bukan bank telah
ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari

bank atau lembaga keuangan bukan bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan

bank telah memenuhi atau tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a.



(6)

(9)

(10)
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Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bank
atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan
dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah.

Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari
bank atau lembaga keuangan bukan bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan
bank telah memenuhi atau tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c.

Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bank
atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan
dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian
berkala kepada bank atau lembaga keuangan bukan
bank yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR
atas kesehatan dan kinerja bank atau lembaga
keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a.

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan
bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut
disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan
bukan bank bersangkutan dan kepada Komite
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, Kementerian Keuangan, dan



